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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penerbitan Akta
Perceraian Bagi Yang Beragama Islam yang hingga saat ini Pengadilan Agama
masih menerbitkan Akta Perceraian tersebut dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi
Kependudukan dengan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Temuan yang diperoleh dari penelitian
ini adalah Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerbitkan Akta Perceraian
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan
oleh beberapa faktor mulai dari faktor kewenangan Perngadilan Agama yang
hanya terbatas pada hal “memeriksa, mengadili, dan memutus perkara” dan asas
Lex specialis derogat legi generali yang memberikan ketentuan bahwa Undang-
Undang yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang
bersifat umum (lex generalis) yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang merupakan Undang-Undang yang semestinya mengatur
tentang hal yang berkaitan dengan ketentuan perkara perdata tertentu, sementara
UU No. 23 Tahun 2006 merupakan UU yang lebih khusus mengatur tentang
Adimistrasi Kependudukan, termasuk Akta Perceraian, dan Kewenangan
Peneribitan Akta Perceraian adalah berada pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Hal tersebut didasarkan pada kewenangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan
seperti yang terurai secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang
diperoleh secara mandat dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini
adalah Bupati/Wali Kota.

Kata Kunci : Kewenangan, Akta Perceraian
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ABSTRACT

This research aims to determine the Authority Issuance of Certificate of Divorce
For The Islamic Religion , which until now religious court still publish Deed
Divorce is on the basis of Article 84 paragraph (4) of Law No. 7 of 1989 that
about the Religious and the Department of Population and Civil Registration as
Agencies Executing the Population Administration by virtue of Article 40 of Law
No 23 of 2006 that about Population Administration. The findings obtained from
this research is the authority of the religious court in issuing the Divorce Act does
not comply with legislation. It is caused by several factors ranging from the factor
authority of religious court which are limited to "examine, hear and decide the
case" and the principle of Lex specialis derogat legi generali which gives the
provisions of that Act that are special (lex specialis) override general laws (lex
generalis) which in this case is Law No. 7 of 1989 which is the law that should
regulate matters relating to the provision of certain civil cases, while Law No. 23
of 2006 is a more specific law that about Adimistrasion Population, including the
Divorce Act, and the Divorce Act Peneribitan Authority that located in the
Department of Population and Civil Registration. It is based on the authority of
the Department of Population and Civil Registration as an Implementing Agency
of the Population Administration are outlined clearly and firmly in Law No 23 of
2006 concerning Population Administration with the authority that be obtained a
mandate from the Government of Regency / City which in this case is the regent
/Mayor.

Keywords : Authority, Certificate of Divorce
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